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BUPATI PANGKAJEN E DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 146 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 Pasal 5 ayat (3) Kepala Daerah selaku
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada
Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan
Daerah, dan Kepala SKPKD selaku PPKD;

b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Tahun 2018.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan
Bupati Pangka jene dan Kepulauan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunl959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla

Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
i Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286});

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesla Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355}

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400j;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438},
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} Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 |tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-.Und&ng
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ftentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

.| Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, | kedua
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur
Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung
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waban Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2008
omor 11});

eraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
lomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun @ 2016
lomor 4);

eraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
omor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
elanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
ahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017
omor 4};

eraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11
ahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan
an Akuntasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
euangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
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7.Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 43
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pangkajene dan
Kepulauan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 103);
18.Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 34
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual
Kabupatén Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah
Tahun 2014 Nomor 93);

19 Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 81
Tahun 2016 tentang uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Tahun 2016
Nomor 81); :

20. Eeraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 78

ahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
€lanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
ahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2017
Nomor 78);

MEMUTUSKAN

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan.

: Dra. Hj. JUMLIATI, M.Si i
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c

: 19601231 198903 2 042

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai Kepala

Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud

diktum KESATU diberikan kewenangan sebagai berikut;

1. Méenyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
kenangan daerah;

2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan

D;

aksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah

itetapkan dengan Peraturan Daerah; :

laksanakan Fungsi BUD

Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang

dilimpahkan oleh Bupati.
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KETIGA

KEEMPAT

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Nomor : {46  Tahun 2018

Tanggal 1 3arwart 2018

Biaya—biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 melaiui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah
dengan Kode Nomor Rekening: 4.04.7.01

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangka jene
pada tanggal 2

BUPATI PANGKA [EDAN KEPULAUAN,
/ \

' SYANAJDDIN A. HAMID



